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RINGKASAN 

 

 

Wanda Nurazizah. Mei 2023. PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA 

MASSA ONLINE DI BANJARMASIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  54 halaman. Pembimbing 

Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Mahyuni, S.H., M.H. 

Upah pekerja/buruh telah menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan. Pro 

dan kontrak muncul semenjak Undang-Undang tentang Cipta Kerja disusun, hingga 

baru-baru ini telah disahkan menjadi UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Semestinya 

undang-undang ini hadir untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, peningkatan 

perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pekerja. Namun kenyataannya, banyak 

wartawan berstatus non-karyawan atau pekerja tidak tetap di Banjarmasin 

melakukan pekerjaan yang berisiko dan tidak mendapat perlindungan. Berdasarkan 

penentuan upah oleh pemerintah itu,  Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah 

dari upah minimum. Ada juga beberapa peraturan yang mengatur mengenai beberapa 

jenis perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau PKWT bagi pekerja 

freelance. Namun hak-hak pekerja/buruh di dalamnya hanya pada pekerja/buruh 

tetap bukan pada pekerja wartawan yang kerap disebut pekerja harian lepas. Masalah 

ini disebabkan oleh ketidakjelasan penggunaan acuan Upah Minimum Provinsi dan 

Upah Minimum Kota, di mana pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan secara tidak langsung saling berlawanan. Yang 

menjadikan kelemahan dari aturan ini ialah perusahaan dapat memilih menggunakan 

ketentuan UMP sebagai acuan pengupahan untuk pekerjanya baik dengan masa kerja 

kurang dari satu tahun maupun lebih dari satu tahun. Hal ini membuat kedudukan 

yang tidak seimbang akan membawa konsekuensi, seperti masih banyak perusahaan-

perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis yang 

disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena 

kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan. 

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui sistem penentuan upah wartawan 

media massa online di Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum dari penentuan upah wartawan media massa online di Banjarmasin. Penelitian 

skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian 

adalah Reform Oriented Research artinya penelitian yang secara intensif 

mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan 

perubahan atas peraturan mana pun yang dibutuhkan. Sesuai dengan sifat penelitian 

hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual 
Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Untuk menganalisis isu 

hukumnya,  menggunakan sumber  
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang 

teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan 

perlindungan hukum. Pekerjaan wartawan yang bertugas mencari informasi tentang 

suatu peristiwa tidak dapat disamakan dengan pekerjaan para pekerja/buruh pabrik 

atau kantoran. Pekerja/buruh pabrik atau kantoran memiliki aktivitas kerja yang jelas 

dalam hitungan jam kerja. Berbeda dengan wartawan yang sering kali tidak ada 

kejelasan waktu kapan mereka mulai bekerja mencari informasi berita. Selama 

wartawan tidak menemukan peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan sebagai 

bahan berita, seolah-olah wartawan tidak bekerja karena mereka hanya berdiam diri 

dan menunggu informasi tentang suatu kejadian untuk kemudian diliput menjadi 

berita. Kondisi ini tentu membingungkan jika ditinjau dari koridor hukum perundang-

undangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama sistem penentuan upah 

wartawan media massa online di Banjarmasin belum sepenuhnya sejalan dengan apa 

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-

Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Aturan yang dimaksud itu dalam hal 

penentuan upah pekerjanya, seperti memberikan upah kepada wartawan hanya 

melihat dari kemampuan perusahaannya saja, tidak mengikuti ketentuan upah standar 

yang diberikan pemerintah, bahkan perusahaan enggan mempekerjakan wartawan 

dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dan tidak 

mendiskusikan penentuan upah dengan wartawan sehingga berdampak kepada 

wartawan karena tidak bisa menuntut pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kedua 

perlindungan hukum terhadap penentuan upah pekerja wartawan di perusahaan media 

masaa online di Banjarmasin hingga hari ini masih belum tegas memberikan sistem 

kerja yang sesuai dengan hak dan kewajiban dari pekerja. Unsur memenuhi 

kebutuhan yang layak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dirasa 

belum sepenuhnya menjadi acuan dari pembuatan aturan mengenai pengupahan di 

hukum Indonesia. Di sisi lain perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja 

juga dilindungi oleh perusahaan media massa, namun hingga saat ini tidak ada dasar 

mengenai aturaan untuk pekerja wartawan dalam menuntut haknya. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui sistem penentuan upah wartawan 

media massa online di Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum dari penentuan upah wartawan media massa online di Banjarmasin. Penelitian 

skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian 

sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan teertentu 

maupun hukum tercatat dengan tujuan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok 

atau dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum sesuai dengan sifat 

penelitian hukumnya yakni preskriptif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama sistem penentuan upah 

wartawan media massa online di Banjarmasin belum sepenuhnya sejalan dengan apa 

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-

Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Aturan yang dimaksud itu nyatanya justru 

melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja wartawan, sehingga tak sedikit 

membuat perusahaan memanfaatkan kelemahan aturan itu dalam hal penentuan upah 

pekerjanya, seperti memberikan upah kepada wartawan hanya melihat dari 

kemampuan perusahaannya saja, tidak mengikuti ketentuan upah standar yang 

diberikan pemerintah, 

bahkan perusahaan enggan mempekerjakan wartawan dengan kontrak atau perjanjian 

yang dilakukan secara tertulis, dan tidak mendiskusikan penentuan upah dengan 

wartawan sehingga berdampak kepada wartawan karena tidak bisa menuntut 

pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kedua perlindungan hukum terhadap penentuan 

upah pekerja wartawan di perusahaan media masaa online di Banjarmasin hingga hari 

ini masih belum tegas memberikan sistem kerja yang sesuai dengan hak dan 

kewajiban dari pekerja. Unsur memenuhi kebutuhan yang layak seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dirasa belum sepenuhnya menjadi acuan 

dari pembuatan aturan mengenai pengupahan di hukum Indonesia. Di sisi lain 

perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja juga dilindungi oleh 

perusahaan media massa, namun hingga saat ini tidak ada dasar mengenai aturaan 

untuk pekerja wartawan dalam menuntut haknya. 

 

 

 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Upah, Wartawan 
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